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Hal baru di RKP 2019 
Integrasi pendanaan yang bersumber dari :
• Subsidi/Hibah (kebijakan)
• BUMN (proyek prioritas)
• KPBU (proyek prioritas)
• PINA (proyek prioritas)

Alokasi Pada Prioritas

Pasal 1
Proyek Prioritas adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis dan 

jangka waktu tertentu untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan.

Integrasi Sumber-Sumber Pendanaan

Pasal 4 ayat 1
Kerangka Pendanaan dilakukan melalui pengintegrasian sumber pendanaan, 

baik sumber pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah, yang 

dimanfaatkan dalam rangka pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional.

Holistik

Integratif

Tematik

Spasial

Kerangka 
Pendanaan

APBN

K/L
Subsidi, 
Hibah

Transfer ke 
daerah, 

dana desa
BUMN KPBU

PINA
Sumber 

lain

Aspek Pendanaan dalam PP 17/2017
... integrasi sumber-sumber pendanaan ...
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Pembiayaan dan Pendanaan

Proyek

Infrastruktur
PEMBIAYAAN – Biaya yang digunakan

untuk membiayai infrastruktur

Pemerintah

Pusat

Pemerintah

Daerah

BUMN

Swasta

Institusi yang memberikan

pembiayaan:
Sumber

Pembiayaan:

Bank

Pasar

Modal

Investor 

Asing

MDBs

PENDANAAN – Sumber dana yang 

digunakan untuk mengembalikan biaya yang 

telah dikeluarkan untuk membiayai infrastruktur

Pemerintah

Pusat

Pemerintah

Daerah

Tarif1

Pajak1

Masyarakat

Aliran dana untuk

mengembalikan

pembiayaan infrastruktur

Sumber

pendanaan:

1 Dapat dikombinasikan antara pajak dan tarif

CAPEX

OPEX

RETURN

COST OF 

FUNDS



Posisi KPBU pada Pelayanan Publik

Government of 
Indonesia
(Presiden)

Kementerian
Teknis

Penyelenggara
Pelayanan
Publik

Regulasi
Pelayanan
Publik

KPBU :

Perjanjian Perdata

Pihak Berwenang :
• Perizinan
• Pengesahan
• Penetapan

PendidikanSekolah

SDM/SDA

Kurikulum

InfrastrukturJalan

Bangunan
Fisik

Spesifikasi

Contoh

.
• Penugasan kepada BUMN/BUMD (PSO)

.

• Pemerintah Pusat/Daerah kepada 
UPT/BLU/BLUD

.

• Perizinan kepada BUMN/ BUMD/ 
Swasta
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Pengertian KPBU

PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

PERUBAHAN
PARADIGMA

PEMBENTUKAN 
ASET

(Pemerintah)

PELAYANAN 
MASYARAKAT

KONVENSIONAL

PENGADAAN ASET

DISERAHKAN SETELAH 

KERJASAMA SELESAI

KEWAJIBAN PEMERINTAH

MELAYANI MASYARAKAT

KEWAJIBAN PEMERINTAH
MELAYANI MASYARAKAT

• On schedule, on budget, on service
• Kesinambungan perencanaan , konstruksi, operasi 

dan pemeliharaan.
• Mengatasi keterbatasan kapasitas pelaksanaan.

• Dengan dana yang sama, bisa me-leverage proyek yang 
lebih banyak

Manfaat KPBU:

KPBU
• Bukan privatisasi tetapi 

pengelolaan aset 
melalui konsesi

• Dapat berupa 
kegiatan yang: 
memiliki arus 
pendapatan (palapa 
ring), tidak memiliki 

pendapatan (jalintim)
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Regulasi KPBU dalam Penyediaan Infrastruktur

Aspek Pengaturan

Subyek Kerjasama

Pemerintah

1. Menteri

2. Kepala Lembaga

3. Kepala Daerah

4. BUMN/BUMD

Badan Usaha

1. BUMN/BUMD

2. Badan Usaha Asing

3. Perseroan Terbatas

4. Koperasi

Obyek Kerjasama
Infrastruktur Ekonomi dan Infrastruktur Sosial

(19 Jenis Infrastruktur)

Kontribusi 

Pemerintah

1. Pembiayaan Sebagian KPBU

2. Dukungan pemerintah

3. Jaminan pemerintah

Pengembalian 

investasi Badan 

Usaha

1. Pembayaran oleh pengguna dalam bentuk tarif 

(User Charge).

2. Pembayaran ketersediaan layanan (Availability 

Payment).

3. Bentuk lain sepanjang tidak bertentangan 

dengan Perundang-undangan.

Tahapan

1. Tahap Perencanaan           4. Konstruksi

2. Tahap Penyiapan               5. Masa Konsesi

3. Tahap Transaksi

PENJAMINAN PEMERINTAH

• Peraturan Presiden No. 78/2010

• PMK 260/PMK.011/2010 Jo. PMK 8/PMK.08/2016

DUKUNGAN PEMERINTAH

PMK No. 223/PMK.11/2012 (VGF)

PERPRES 38/2015

PERMEN PPN NO. 4/2015

TENTANG PANDUAN UMUM

PERATURAN LKPP NO 19 TAHUN 2015 DAN 

29 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN 

BADAN USAHA

PEMBAYARAN KETERSEDIAAN LAYANAN

PMK NO. 260/2016

PERMENDAGRI No. 96/2016

KERJASAMA DAERAH

PP No. 28/2018
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Private Sector Contribution: 
19 Sector PPP Projects Supporting SDGs 

Electricity

Energy Conservation 

Oil, Gas and 
Renewable Energy

Public
Housing 

Health

Sports Facilities, Art 
and Culture

Educational Facilities

Local Waste
Management

Drinking Water
Trash 

Management
Centralized Waste

Management
Water Resources

and Irrigation

Transportation

Road Area

Tourism

Information and 
Communication Technology

Urban Facilities Prison
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Struktur Umum KPBU

Infrastructure Financing Fund 

Project Development Fund

Dukungan Kelayakan (VGF)

Penjaminan Pemerintah

1.Membantu PJPK mengatasi keterbatasan

dana dan ekspertis infrastruktur dalam

penyiapan dan transaksi proyek KPBU

2.Memastikan proses lelang dilakukan

berdasarkan azas adil, kompetitif, dan

transparan

Untuk meningkatkan kelayakan finansial

proyek KPBU, diberikan dukungan fiskal

untuk sebagian dana konstruksi

“melalui anggaran BUN”

Diberikan pemerintah melalui PT PII

Melalui PT SMI dan PT IIF

Pengaturan mengenai

Pemanfaatan BMN untuk

infrastruktur

Pembayaran berkala kepada Badan

Usaha oleh Pemerintah (PJPK) 

berdasarkan ketersediaan layanan

infrastruktur yang diberikan

Pembayaran

Ketersediaan Layanan

(Availability Payment)

Tarif/User Payment  

Skema Pengembalian

Investasi

Perjanjian Regres Perjanjian Penjaminan

Bentuk lain sepanjang

tidak bertentangan dengan

Perundang-undangan
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Pasal 26 Perpres 38/2015

• PJPK menganggarkan dana

perencanaan , penyiapan, 

transaksi dan manajemen KPBU 

Kementerian

Keuangan

PJPK Pengguna

Sponsor 

Equitas
Pemberi

Dana

Proyek

KPBU

Badan

Usaha

Pelaksana

Ekuitas Debt

Kontrak

KPBU

Lahan/

Dukungan

/ AP

Biaya

Pengguna

Layanan

Infrastruktur

Dukungan Pemerintah

(Kementerian Keuangan)

PT PII



Solicited PPP Project Pipeline
1 under operation project, 12 under construction projects, and 39 on progress projects
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TOTAL: USD 2,786 M + 11 Projects Under Calculation TOTAL: USD 4,400 M TOTAL: USD 8,829 M TOTAL: USD 
87.6M 

1. Manado - Bitung Toll 
Road

2. Balikpapan - Samarinda 
Toll Road

3. Pandaan - Malang Toll 
Road

4. Batang - Semarang Toll 
Road

5. Serpong - Balaraja Toll 
Road

6. Cisumdawu Toll Road
7. Serang -Panimbang Toll 

Road  
8. Umbulan Water Supply
9. Bandar Lampung Water 

Supply
10.Central Java Power Plant
11.Central Palapa Ring
12.East Palapa Ring

1. Riau Non-Toll Road 
2. Medan Municipal 

Transport (LRT)
3. Patimban Port
4. Baubau Port
5. Hang Nadim Airport
6. Pekanbaru Regional 

Water Supply
7. Legok Nangka Regional 

Waste Treatment 
8. University of Sam 

Ratulangi Teaching 
Hospital

9. Pirngadi Hospital
10.Indonesia National 

Cancer Center Dharmais 
Hospital

1. Trans Papua Road
2. Yogya - Bawen Toll Road 
3. Proving Ground BPLJSKPB
4. Surakarta Street Lighting
5. National Integrated 

Welfare System
6. Relocation of Salemba 

correctional facility to 
Ciangir

7. Ciputat Market
8. Bintuni Industrial Zone
9. Motor Vehicle Weighing 

Implementation Unit 
(UPPKB)

10.Institut Teknologi 
Bandung’s Cirebon 
Campus Development

Preliminary 
study

Outline Business Case
(OBC)

Final Business Case
(FBC)

PQ Request for
Proposal

Bid Award
PPP Agreement 

Signing
Financial Close

Tender
Preparation

TOTAL: USD 3,375 M + 11 Projects Under Calculation TOTAL: USD 4,400 M

PLANNING PREPARATION TRANSACTION

CONSTRUCTION OPERATION

TOTAL: USD 8,829 M TOTAL: USD 87.6M 

Included in PPP Book 2018
National Strategic Project (PSN)

Data per 14/12/2018

1. Makassar –
Parepare 
Railway

1. South Sumatera 
Non-Toll Road

2. Semarang – Demak 
Toll Road

3. Labuan Bajo Airport
4. Sidoarjo General 

Hospital
5. Gorontalo Hospital

1. Road and Bridge in 
Central and Western 
Sumatera Road Corridor

2. Bridges in Trans Java 
Main Corridor

3. West Papua Crossing 
Port

4. Anggrek Port
5. Kapet Kulon Progo 

Water Supply
6. Piyungan Sanitary 

Landfill
7. Jogja Agro Techno Park
8. Tanjung Adikarto 

Fishery Zone

1. Jakarta -
Cikampek
South Toll Road

2. Probowangi
Toll Road

3. Nambo
Regional Waste
Management

4. West Semarang
Water Supply

1. West Palapa 
Ring

1. Multifunction Satellite



TERIMA KASIH

Koordinasi

Kantor Bersama KPBU Republik

Indonesia

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia 

(Persero)

Capital Place, 7th & 8th Floor

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 18,

Jakarta 12710 - Indonesia

Fasilitasi

Capacity 

Building

Percepatan

Pelaksanaan

KPBU di 

Indonesia
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Hal-Hal Yang Perlu Mendapat Perhatian

Perencanaan 
Awal untuk 
Komposisi

• Financing

• Funding

Survey and 
Demand untuk 

• Willingness to 
Pay

• Ability to Pay

Kelayakan 
Penetapan 

Tarif



SUMBER  PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SPAM
(PP No.122/2015)

APBN/APBD

Pinjaman, hibah, subsidi, 

penyertaan modal 
BUMN/BUMD

Dapat melakukan kerjasama

dengan Badan Usaha Swasta*

Dana Masyarakat

Sumber dana lain 

sesuai dengan UU

*Ruang lingkup kerjasama:

• Pengembangan/pengelolaan unit 

air baku/produksi

• Unit distribusi untuk dikelola oleh

BUMN/BUMD

• Teknologi O&M

Bentuk kerjasama:

• B2B

• Skema KPBU

cvvcbvv



o Tujuan :
• Memanfaatkan air Sumber Umbulan 4.000 lt/dt untuk kebutuhan air minum masyarakat.
• Membangun Proyek KPS-SPAM Umbulan dengan pola “Bangun Guna Serah“ (BOT).
• Terbangunnya Sistem Produksi dan Sistem Pipa Transmisi ke 5 wilayah Kabupaten/Kota
• Terpenuhinya penyediaan air minum bagi PDAM di 5 Wilayah Kabupaten/Kota

o Manfaat :
• Pemenuhan kebutuhan air minum bagi 1.300.000 jiwa (±260 ribu sambungan rumah) pada tahun 2020.
• Dukungan capaian target RPJMN terhadap pelayanan air minum pada tahun 2019 adalah 100%
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Latar Belakang dan Tujuan Proyek

Rencana Pemanfaatan Mata Air Umbulan

Penyediaan air minum di 5 

Kab/Kota belum mencukupi &  

sumber air yg ada terbatas.

Kewajiban Pemerintah Untuk

Menyediakan Air Minum Bagi

Masyarakat.

Potensi Sumber Air Umbulan dgn Debit  

+ 5.000 Ltr/dt dan kualitas airnya layak

minum belum dimanfaatkan secara

optimal.


